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ABSTRAK 

Tesis ini berjudul “Politik Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana 

Perzinahan dalam Rumusan Pasal 484 RUU KUHP dan Potensi Kriminalisasi 

yang Berlebihan”. Tesis dengan judul tersebut bertujuan menemukan penyebab 

terjadinya potensi over-kriminalisasi pada Pasal 484 RUU KUHP dan  

mengusulkan perumusan Pasal 484 RUU KUHP agar tidak menjadi penyebab 

over-kriminalisasi di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif 

dengan pendekatan politik hukum. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri 

atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data 

menggunakan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses 

berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori kebijakan hukum 

pidana digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa rumusan Pasal 484 ayat (1) huruf e dan ayat 

(2) berpotensi menimbulkan overcriminalization dikarenakan dalam rumusan 

Pasal tersebut mengandung makna yang multitafsir. Oleh sebab itu dalam 

rumusan Pasal 484 ayat (1) huruf e dan ayat (2) perlu dirumuskan ulang, melalui 

proses kebijakan hukum pidana dengan pertimbangan bahwa penggunaan hukum 

pidana memperhatikan tujuan pembangunan nasional, memperhatikan prinsip 

biaya dan hasil, perbuatan yang ditanggulangi dengan hukum pidana harus 

merupakan perbuatan yang dikehendaki, dan memperhatikan kapasitas/daya kerja 

penegak hukum. 

Kata Kunci: Over-Kriminalisasi, Perzinahan, dan Kebijakan Hukum Pidana 
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    ABSTRACT 

This thesis is entitled "The Politics of Criminal Law to Adultery Crimes in the 

Formulation of Article 484 of the Criminal Code Bill and the Potential for 

Overcriminalization". This research aims to find the cause of potential for over-

criminalization in Article 484 of the Criminal Code Bill and propose the 

formulation of Article 484 of the Criminal Code Bill so as not to be the cause of 

over-criminalization in society. This research type is a normative with legal 

politics approach. The data source consists of secondary data consisting of 

primary legal material and secondary legal material. Methods of collecting data 

using literature studies and interviews. Primary legal materials and secondary 

legal materials are analyzed using legal analysis methods. The deductive thinking 

process is used to draw conclusions. Legal policy theory is used in reviewing 

research results. The results show that the formulation of Article 484 paragraph 

(1) letter e and paragraph (2) has the potential to cause overcriminalization 

because in the formulation of the Article contains multiple interpretations. 

Therefore, in the formulation of Article 484 paragraph (1) letter e and paragraph 

(2) it needs to be reformulated, through the criminal law policy process with the 

consideration that the use of criminal law takes into account national 

development goals, takes into account the principles of costs and results, actions 

handled by law criminal acts must be desired actions, and pay attention to the 

capacity / strength of law enforcement work. 

 

Keywords: Over-Criminalization, Adultery, and Criminal Law Policies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 




